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AHMAD AGUS PURNAMA. Peran PD Parkir Dalam Menertibkan
Perparkiran Di Kota Makassar. (Dibimbing Oleh Abdi Dan Sitti Rahmawati
Arfah)

Peran PD Parkir yakni mengatur perparkiran di Kota Makassar sesuai dengan SK

Walikota Makassar, No 7040 banyak badan tepi jalan yang
dijadikan lahan parkir sehin acetan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menget; enertibkan perparkiran di
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di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang telah ditetapkan.
Seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan serta perpindahan
masyarakat dari satu tempat ke tempat lainnya paralel dengan kebutuhan
masyarakat akan lahan atau ruang parkir, menjadikan parkir sebagai elemen
terpenting dalam transportasi parkir beralih menjadi sumber dana yang potensial
bagi pemerintah maupun swasta.
Namun di sisi lain, perparkiran yang bisa menjadi sumber dana ini
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dimanfaatkan oleh beberapa oknum menggunakan lahan-lahan tertentu secara
lanpa izin dari pihak yang berwenang. membuat tempat parkir ilegal dan mematok

harga parkir sesuai keinginan mereka, serta mengambil tepi jalan untuk dijadikan

enjadi hal meresahkan bagi beberapa

Makassar sebagai Ibukota dari Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah

penduduk sebesar 1.253.656 jiwa pada tahun 2018 (BPS) dan meningkat tinggi
vaitu sebesar 1.352.136 jiwa pada akhir tahun 2019 dihadapkan pula pada masalah
transportasi berupa kemacetan. Dari data bisnis-kti.com, akses 12 Juli 2017,
potensi kerugian akibat kemacetan di makassar diperkirakan mencapai Rp 400

miliar hingga akhir tahun ini, Setelah ditelusuri, salah satu penyebab kemacetan

adalah parkir ilegal di sisi jalan yang menyebabkan jalan menjadi sempit. Seperti
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di kutip dari Tribunnews.com. akses 6 November 2019, beberapa bahu jalan yang
dijadikan tempat parkiran yakni, JI Andi Pangerang Pettarani depan Pasar

Tamamaung, J1 Perintis Kemerdekaan, Pasar Mandai, JI1 Pengayoman depan Toko

ji dan Toko Agung, JI Cendrawasih,
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Suburnya praktek pemarkiran liar ini pun sepertinya dihalalkan oleh para
pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir dikawasan
tersebut. Mungkin ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat
ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi. Pembayaran yang
tinggi ini juga belum diimbangi dengan pelayanan yang memuaskan. tanggung
jawab mengenai kerusakan dan kehilangan masih saja menjadi beban bagi para

pemilik kendaraan. Lagilagi tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan pihak yang




berwajib dipertanyakan.
Sedangkan dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintah daerah Propinsi, daerah

Bila di lihat secara pendekatan normatif dan ditarik mundur maka yang
patut di perhatikan adalah apakah peraturan yang mengatur mengenai fungsi PD,
Parkir sudah efisien atau belum dan bagaimana seharusnya, atau mungkin saja
dasar hukum yang mengatur hal tersebut masih kurang dan membutuhkan aturan
yang lebih spesifik lagi untuk menjalankan tujuan dan fungsi dari PD. parkir Kota

Makassar.




Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut dan kosultasi bersama
pembimbing, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menganalisis lebih
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1. Mengetahui fungsi PD. Parkir Makassar Raya dalam mengendalikan
perparkiran di Kota Makassar.
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses pengendalian perparkiran dalam
meminimalisir kemacetan di Kota Makassar.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Manfaat teoritis
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sebagai salah satu bahan perbandingan dari studi lebih lanjut dalam
dan poltik.

2. Manfaat praktis

IUII LN

¢ e \m\'h,,/é

M ; "l‘ p
_QP\ u/ % //'/‘
" Y T / . _/"'/" -~ 4

[T




BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No | Nama, Judul, Tahun dan

.“..l',-f‘ Sl | DTt |
~ =)
‘”l{’/r&u VPSS

catkan T hilats

P edy | : \

1 ‘l};’h. /ll ‘\\\\
AN,

AT -

i i
Yo i o
),

4 | Muhammad Majid Nasution Mengkaji konsep | Mengkaji peranan
(Konsep Wadi’ah Dalam Jasa wadi’ah dalam sikap tanggung
Parkir Dan Ekonomi Petugasnya | jasa parkir dan jawab dan etika
Di RSUD Dr Doris Sylvanus ekonomi Islam dalam bisnis
Kota Palangka Raya Menurut petugasnya
Ekonomi Islam)




B. Pengertian Parkir
Parkir Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Makassar Nomor 17
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai
berikut ;
1. Menurut Kepmen Perhub No. 4 Th. 1994, parkir adalah keadaan tidak bergerak
suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
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2. Menurut Poerwadarmita (2016), parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan
3. Pignataro (2013) dan Sukanto (2015) (seperti di kutip Yunus, Makalah, 2012),

menjelaskan bahwa parkir /

2. Kapasitas Normal kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai
tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam
gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar
luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.

3. Durasi Parkir yaitulamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.

4. Kawasan parkir yaitukawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan
sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
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5. Kebutuhan parkir yaitu jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya
dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan pribadi,

tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan
umum, dan tarif parkir.
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Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha
vang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah”.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan
Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini
yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang
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dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang
Sementara Glosarium Departemen Dalam Negeri (www.depdagri.co.id)

akses tanggal tgl 28 Januari 2013  menjelaskan bahwa “Perusahaan yang
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antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi”.

D. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan PD. Parkir

Perusahaan Daerah Parkir adalah Badan Usaha Milik Daerah yang
bergerak dalam usaha sarana pengelolaan parkir. Fungsi pokok Perusahaan
Daerah Parkir adalah menyelenggarakan usaha pengelolaan parkir dan
memelihara perparkiran serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam
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rangka peningkatan pendapatan daerah. Perusahaan daerah dilaksanakan atas azaz
ekonomi perusahaan dalam kesatuan saham pembinaan Fkonomi Indonesia
berdasarkan pancasila yang menjamin
saeba_gai alat untuk meningkatkz

kelangsungan demokrasi yang berfungsi

¢. memupuk pendapatan.
(2). Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan

pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional

umumnya dalam rangka eckonomi terpimpin untuk memenuhi
kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan
ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju
masyarakat yang adil dan makmur,
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(3) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan

urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur
pokok-pokok Pemerintahan Daerah

bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan
kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka

panjang;

- Meneliti dan mengevaluasi lebih lanjut atas laporan perhitungan usaha
- Membuat kebijaksanaan dan menetapkan kedudukan kepegawaian

Perusahaan dacrah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang
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berlaku.
- Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas

. Parkir

Menurut Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1962 menyebutkan:

(1) Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah,
(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah.
(3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan direksi diatur dalam peraturan
Yang ditetapkan oleh direksi.
3. Direktur Umum PD. Parkir
Direktur umum PD. Parkir Makassar Raya mempunyai fungsi sebagai
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1. Fungsi
a. Pengertian Fungsi

Kata fungsi berasal dari bahasa inggris yaitu (function) dan bahasa belanda
yaitu (functie) yang kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi fungsi.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi terpadu (2008:177) menjelaskan fungsi

adalah kegunaan suatu hal. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
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(2009:298) menjelaskan fungsi merupakan:
1. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan.
2. Kegunaan suatu hal.

AN
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lainnya menurut sutarto (2008:22), fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau
erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu
yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau
pelaksanaannya.
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2. Fungsi PD. ‘ o

Parkir Perusahaan Daerah Parkir adalah Badan Usaha Milik Daerah yang
bergerak dalam usaha sarana pengelolaan parkir. Fungsi pokok Perusahaan
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daerah, dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962
Tentang Perusahaan daerah Daerah, ditegaskan:

(1). Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

a. memberi jasa.

b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
¢. memupuk pendapatan.
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(2). Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan
pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional

umumnya dalam rangka,k ekonomi terpimpin untuk memenuhi
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merupakan manifestasi dan perpanjangan 47 tangan Pemerintah Kota dalam
mengelola sektor perparkiran yang memiliki fungsi sebagaimana dapat di lihat
dari misi PD Parkir Makassar (Yunus, 2012:55), yakni:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan

PD. Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran
guna menunjang kinerja perusahaan,
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3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus
menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju
kota maritim dan perdagangan dunia;
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2). Direktur Utama PD. Parkir Direktur utama mempunyai tugas untuk
mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang
umum termasuk pengelolaan keuangan dana administrasi untuk
mencapai tujuan. Direktur Utama juga bertugas untuk memberikan
laporan kepada Badan Pengawas terdiri dari Neraca dan Perhitungan

3). Direkrut umum PD. Parkir Direksi umum mempunyai tugas dalam
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mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi
umum, keuangan dan kesekretariatan.

4). Direktur Operasional PD. Parkir Direktur operasional mempunyai

\\\‘\\ih.,// ‘o @
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d. Pengguna areal / pelataran parkir;

e. Tanda / garis tempat parkir;

f. Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir;
g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir;

h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.




E. Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan yang ada di latar belakang masalah vakni faktor

yang menyebabkan kemacetan di banyak badan jalan kota makassar di akibatkan

karena banyak oknum yang menggunakan ruas jalan untuk lahan parkir, tanpa

memikirkan efek kemacetan yang terjadi akibat kurangnya ketertiban yang terjadi

di ruas jalan. Tugas PD. Parkir disini yakni menciptakan suasana jalan yang

nyaman _bagi penggund jalan di koia makassar dengan menciptakan ketertiban

akan parkir yang ada di ruas jalan. Dengan hal ini, penulis membentuk suatu

susunan kerangka pikir vakni sebagai berikut :

Gambar 2.1 :

PD. Parkir Makassar
Raya

,

Tugas PD.Parkir

Faktor
Pendukung :

SK Walikota
Makassar, No
7040 Tahun
1999,

B ik =

Membina
Mengelola
Mengebangkan

Penyelengaraan Kegiatan

(;‘a ktor Penghambat : \

1. Faktor Jalan dan
Penyalahgunaan
Badan Jalan

/

PN

!

{

Dan Menciptakan

\f Menghindari Kemacetan

Ketertiban Berlalu lintas

2. Faktor Kesadaran
Pengguna Jalan

3. Tingkat
Pendidikan Para

Juru Parkir
% . /

F. Fokus Penelitian
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bebarapa poin yang akan di jadikan sebagai indikator penelitian. antara lain
yakni membina, mengelola, mengembangkan dan penyelenggaraan kegiatan.

4. Penyelenggaraan kegiatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dar
‘awal sampai selesai sesuai dengan susunan kegiatan yang telah di
sepakati.

5. Faktor pendukung adalah suatu proses yang membantu atau mendukung
berjalannya rangkai kegiatan yang akan di laksanakan.

6. Faktor penghambat adalah suatu kejadian atau situasi yang akan

memperlambat atau menunda jalannya proses kegiatan.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Peneclitian
1. Jenis penelitian

enelitian kualitatif. Metode

My

l'\"

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Intinya mempelajari
kondisi seorang individu maupun kelompok yang dianggap mengalami
kasus tertentu. Mempelajari secara khusus kemacetan yang terjadi di kota

makassar akibat parkir liar. Dimana peneliti senantiasa mempelajari secara

mendalam kasus yang ada berdasar kurun waktu yang cukup lama.




B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di wilayah Kota Makassar, khususnya

Kantor PD. Parkir Makassar. Dalam hal ini tentu kita ketahui makassar
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lebih lanjut sebagai berikut.
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari para
informan yakni pengguna jalan di Kota Makassar baik melalui
pengamatan dan wawancara seperti mengamati langsung proses
terjadinya kemacetan akibat perparkiran yang tidak sesuai dengan konsep
kerja PD. Parkir.
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b. Data Sekunder

Data  sekunder adalah data dari hasil pencatatan dokumen-

| '.b .. /’"’I\I‘f‘c"\\ﬂ, b

=13y

a. Interview (wawancara), yaitu pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dan tatap muka langsung dengan informan yang sesuai
dengan kebutuhan dan berasal dan masyarakat dan pegawai PD. Parkir di
Kota Makassar.

b. Observation (pengamatan), yaitu pengamatan dan pencatatan langsung
secara sistematis terhadap keadaan yang terjadi di Kota Makassar.
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¢. Documentation (dokumentasi), yaitu pengumpulan data berdasarkan
dokumen serta laporan tertulis lainnya (data sekunder) yang memilik

hubungan pada penelitian ini, seperti data mengenai angka kemacetan di
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lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data tersebut. Tringulasi dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
(1) Triangulasi sumber, dengan menguji kreadibilitas data melalui
pengecekan data yang telah diperoleh dari beberapa sumber:
(2) Triangulasi teknik. dengan menguji kredibilitas data melalui pengecekan
data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda;
(3) Tringulasi waktu, dengan menguji kredibilitas data dengan wawancara.




BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya

Sebelum mengurai lebih lanju engenai fungsi PD. Parir Makassar

1 sekilas profil tentang PD.
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Makassar merupakan salah satu objek yang mempunyai prospek untuk dapat
menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar dengan
dibetuknya perusahaan daerah vyang khusus menangani perparkiran, selain

itu diharapkan dapat menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga
diharapkan dapat meningkatkan.
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Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya efektif melaksanakan
tugasnya pada tanggal 1 september 2000, yaitu setelah dilaksanakan
pengangkatan tiga orang direksi. Pada awal pelaksanaan tugas Perusahaan
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Tanjung Akkarena vang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan Daerah Parkir

Makassar Raya sekarang sudah menjadi objek parkir dan pemungutan
pajaknya dikelola langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
Dengan demikian, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sekarang hanya
mengelola parkir di tepi jalan umum kota Makassar. (Sumber:dari data
sekunder bagian umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar, 9 April 2013),
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b. Visi dan Misi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya
PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan
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3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus
menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju
4. Meningkatkan kesejahtraan karyawan PD. Parkir Kota Makassar sebgai

dan responsibilitas karyawan terhadap perusahaan.
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Misi merupakan dan perwujudan dari visi yang telah dirumuskan PD
Parkir Makassar Raya. Untuk mencapai misi telah dirumuskan diatas, PD
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mungkin berjalan tanpa adanya hambatan maupun tantangan.
¢. Tugas dan Fungsi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya
PD Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam
lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan
perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran.
PD. Parkir Makassar raya diharapkan dapat menunjang pelaksanaan

otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar.
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1. Badan Pengawas

Badan pengawas bertugas mengawasi dan membina perusahaan
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yang berlaku.

2. Direktur Utama PD. Parkir
Direktur utama mempunyai tugas untuk mengkoordinir dalam
bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk
pengelolaan kevangan dana administrasi untuk mencapai tujuan. Direktur

Utama juga bertugas untuk memberika laporan kepada Badan Pengawas
terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi, Laporan keuangan dan




Operasi,
Fungsi dari Direktur Utama PD. Parkir Makassar adalah sebagai

berikut :

memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian
produksi dan bagian pengelolaan.
Adapun fungsi dari Direktur operasional PD. Parkir Makassar
Raya adalah sebagai berikut :
- Menetapkan kebijakan teknis pngelolaan dan kegiatan operasi lebih
efisien, efektif dan murah;
- Merencanakan dan melaksanakan sistem pengelolaan parkir pada unit-
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unit parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta;

- Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi
pemakaijasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik
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Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu
bentuk pembinaan-pembinaan, seperti pelatihan kerja dan sebagainya.

Efekiif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-
vang ada dalam kantor tersebut. Kualitas dan kemampuan dari para
pegawai tentunya menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan kerja
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas. maka da.pat dilihat

keadaan pegawai pada Perusahaan Dacrah Parkir Makassar Raya
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Tabel 4.2:
Keadaan Pegawai Negeri Sipil pada Perusahaan Daerah Parkir

Makassar Usia Pegawai Tetap
i b { 25
2 0 57
Y S O I8
v 100%
9 N
a kir
orer
*
L J
] 67
4 | ] _
2 23
3 - 10
Jumlah 52 100%

Sumber : Diolah dari data sekunder bagian umum Perusahaan Daerah
Parkir Makassar, 3 Agustus 2021

Pada tabel 3 dan 4 menjelaskan bahwa faktor usia berpengaruh
terhadap kecepatan/ketangkasan kerja seseorang. Usia pegawai lebih dari 17
tahun sampai dengan 35 tahun akan lebih gesit daripada pegawai yang
berusia 46 tahun sampai dengan 58 tahun akan bekerja lebih lamban.Baik

dilihat dari pegawai tetap maupun pegawai kontrak (Honorer). Dengan
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demikian diharapkan terjalin komunikasi dan koordinasi dengan baik
schingga target dan perencanaan yang ditetapkan akan tercapai dengan
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Dari tabel diatas yang ditinjau dari strata pendidikannya, pegawai di
lingkungan PD Parkir Kota Makassar lebih didominasi tenaga lulusan SLTA
sebanyak 46 orang (47.4%), selebihnya terdiri dari: 33 orang tenaga lulusan
Sarjana S1 (34%). 7 orang tenaga lulusan Diploma (7.6%) dan 5 orang
tenaga lulusan SLTP (5,3%) dan 4 orang tenaga lulusan Magister 52 (5,7%).

Dari persentase tersebut menggambarkan bahwa latar belakang
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g Perusahaan PD. Parkir Dalam pengendalian parkir liar
Demi kelancaran dan berjalannya apa yang ditegaskan pada setiap
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sebagai instansi yang didasarkan pada peraturan, oleh karena itu dengan
penegasan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962,
“Perusahaan daerah didirikan dengan peraturan dengan atas kuasa undang-
undang”.

Delegasi kewenangan dalam membentuk peraturan perundang-
undangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan




perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang- undangan
vang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah, baik pelimpahan diyatakan dengan tegas maupun tidak..

ndonesia Nomor 5 Tahun 1962

D
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mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja

dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan
Hal ini kemudian terimplementasi dalam Perda Nomor 16 Tahun
2006 Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 1999 Tentang Pendirian

Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dimana PD. Parkir mengemban

lugas




41

a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada
masyarakat di bidang sarana perparkiran,

kepada masyarakat di bidang sarana perparkiran”. Untuk
spesifiknya lagi dijelaskan pada Perda Kota Makassar No. 17 Tahun

2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah

Kota Makassar yaitu:

Pasal 3 :

(1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan
Walikota kepada Direksi;
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(2) Direksi berwenang’ .
] T ——
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lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
(2) Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir;
(3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran
pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.
Pasal 10 :
Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :
a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
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b. Menempatkan kendaraan dengan teratur schingga tidak
menggangu lalulintas orang, barang dan kendaraan:

€. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
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Membina adalah upaya yang dilaksanakan secara sadar,
berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka
memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan
pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada agar lebih berdaya guna
dan berhasil guna

Membina yang dimaksudkan di sini bahwa PD. Parkir

melakukan pembinaan kepada juru parkir dalam memberikan




pemahaman mengenai fungsi dan tugas juru Parkir dalam mengatur
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“Interview itu berisi gambaran mengenai mekanisme
perparkiran yang dijalankan PD. Parkir, tanggung jawab
sebagai juru parkir resmi yang terdaftar di PD. Prkir,
memberikan pemahaman mengenai  asuransi, dan
pemberian baju dan id card sebagai juru parkir resmi.
Setelah semua selesai, kami mulai melakukan kerja sama
dengan aparat terkait. Pendataan ulang telah berjalan
melebihi 60% ".(wawancara 3 Agustus 2021)
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Dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan
bahwa perencanaan dalam hal pendataan bahwa jumlah

pegawai/kolektor yang bertugas melaksanakan pendataan ulang di

kawasan perparkiranddi KotaMakassar tidak seimbang dengan juru

parkir yang ber \»\uym demikian pendataan
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melakulmn pmdman ulan,g _]tn'u park:r yang terdaftar di PD
Parkir, namun ada beberapa kendala yang dialami dalam
pendataan tersebut, karena ada sebagian juru parkir yang
berpindah kawasan parkirnya sehingga kami sedikit sulit
mengidentifikasi kepindahan kawasan parkir. Tetapi kami
akan berusaha mendata agar semua juru parkir yang ada di

kota makassar mendapatkan asurasi kecuali mereka yang
tidak memiliki rompi dan karcis sebagai tanda bahwa jukir
telah terdaftar di PD Parkir Makassar Raya”. (Wawancara 3
Agustus 2021)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan PD Parkir harus

mendata kembali para Juru Parkir yang berpindah kawasan parkimya




dan melakukan sosialisasi kepada juru parkir yang belum mengerti
tata cara pengurusannya. Agar program ini berjalan optimal dan
mencapai tujuan yang diinginkan. Sistem pendataan PD Parkir periu

kan pengendalian parkir liar.
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Hal ini di harapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab
kepada juru parkir sehingga dapat membantu PD. Parkir dalam
menertibkan perparkiran di kota Makassar,

Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang
atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai
hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi
tercapainya tﬁjuan bersama. Dua aspek utama proses susunan
struktur organisasi vaitu departementalisasi dan pembagian
kerja. Departementalisasi adalah pengelompokkan kegmian
kegiatan kerja organisasi agar kegiatan- kegiatan sejenis.
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Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi

dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi.

Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang
dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran.

Agar pelaksanan tugas berjalan dengan baik maka harus ada
pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pelayanan
perparkiran dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga
pengawasan dan pemungutan retribusi parkir di Kota Makassar akan




terkoordinir dengan baik seperti yang dikatakan oleh bapak Muh.

Igbal Effendy selaku Kasie. Penagihan bahwa :

Makassarbcgmnlahlﬂnmngyangsctmphmmiakuhn

pengawaamwﬂpemunsmﬂnmmbm;kepadapmjm
parkir yang berjumlah 1.126 orang yang tersebar di 14

kecamatan dan 740 titik kawasan perparkiran yang ada di

wilayah Kota Makassar dan saya rasa jumlah kolektor kita

sudah cukup untuk melakukan pengawasan serta pemungutan

retribusi (Wawancara 3 Agustus 2021)

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jumlah
pegawai/kolektor vang berfugas melaksanakan pengawasan letak

parkir agar tidak melebihi batas kawasan perparkiran di Kota
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Makassar tidak seimbang dengan juru parkir yang berjumlah 1.126
orang dengan demikian pemungutan retribusi parkir masih belum
berjalan efektif dan efisien. Sehingga terjadi beberapa kendala
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Beliau menambahkan adapun beberapa sarana dan prasarana
lainnya untuk membantu para pegawai dalam melaksanakan
tugasnya di Kantor PD. Parkir sebagai berikut :

“Dalam rangka mengantisipasi pertumbuhan kawasan
perparkiran dan pencapaian target pendapatan dalam 5 tahun
kedepan, beberapa fasilitas kerja yang ada di Kantor PD.
Parkir Makassar yaitu 5 unit komputer (PC), 5 buah printer, 3
buah laptop, 3 unit GPS, jaringan Internet dan wireless LAN,
2 unit radio Orari, 10 buah pesawat handy talky, 1500
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seragam (rompi dan topi) JUKIR, | set perangkat Sound
system, | buah LCD, 25 kursi meja karyawan. Semua sarana
dan prasana itu sebagai penunjang untuk mengefektifkan
kinerja pegawai PD. Parkir Makassar Raya”. (Wawancara 3
Agustusl 2021)
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menyiapkan sarana dan prasaran di kantor untuk mengefektifkan
pelaksanaan kerja pegawai PD Parkir Makassar Raya. Beberapa
fasilitas telah disediakan untuk memberikan kenyamanan para

pegawai dalam bekerja melaksanakan tugasnya.
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3) Mengembangkan
Mengembangkan maksudnya melakukan peningkatan atas
dasar kualitas kerja yakni dengan menambah wawasan pengetahuan

“Sebulan sekali kami turun ke lapangan disamping
melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi
parkir kami juga memberikan arahan kepada para kolektor
agar  menjalankan  tugasnya dengan baik dan
bertanggungjawab serta mensosialisasikan setiap kebijakan
baru yang dibuat oleh pemerintah.” (Wawancara 3 Agustus
2021)

Selain itu pihak PD Parkir juga memberikan arahan terhadap
juru parkir liar yang ada di Kota Makassar, seperti yang diungkapkan
bapak Nursalim selaku kasie. Pelataran Umum bahwa :
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“Kami melakukan penertiban kepada para juru parkir yang
tidak memiliki legalitas dalam memungut retribusi parkir,
juga menertibkan kawasan perparkiran tempat dimana
mereka meraup keuntungan. Juru parkir liar ini dinilai
merugikan masyarakat dan pihak kami operasional PD.

wa] i

/‘/// Ju e Q \\\\

/,,,

chlalcukan n[eh PD Pa:hr yakm menge:m pewﬂb&n juru
parkir liar yang meraup keuntungan dan sangat merugikan
masyarakat dan pihak Operasional PD Parkir. Pihak PD
Parkir tentunya harus menertibkan pula titik parkir yang tidak
memiliki legalitas sehingga para juru parkir liar tidak dengan
leluasa memanfaatkan lahan untuk dijadikan tempat parkir
liar”. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Pernyataan lain yang diungkapkan bapak Faisal selaku juru
parkir vang terdaftar diPerusahaan Daerah parkir menjelaskan

bahwa :
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“setiap sebulan sckali pegawai dari pemerintah daerah
khususnya dari Perusahaan daerah parkir datang melakukan
pengawasan lerhadap penerimaan parkir dan kondisi letak
parkir agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh
pihak PD Parkir”. (Wawancara 3 Agustus 2021)
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juru parkir bahwa mereka di

_ : ai dan bisa tenang
dalam bekerja serta para juru juga memiliki semangat kerja
yang lebih besar™. (Wawancara 3 Agustus 2021)

Selain itu beliau menambahkan bahwa :

“Kami melakukan kerjasama dengan PT. Jamsostek untuk
program asuransi ini. Mulai dari juru parkir vang telah diikut
sertakan dalam asuransi, yang terbukti sangat membantu
mereka selain itu kami juga memberikan sosialisasi mengenai
asuransi yang diberikan karena ada sebagian juru parkir yang
belum mengerti dalam hal itu”, (Wawancara 3 Agustus 2021)
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Setelah dikonfirmasi pada salah satu juru parkir yakni Risal
mengatakan bahwa :
“Memang PD :w.

Makassar Raya telah memberikan
1 parki yangterdaﬂard;PBParhrmun

.ilau saya tidak salah juru parkir yang
il sakltarlﬂﬁﬂomnglehj.h,
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terobosan dalam program asuransi ini.

Dengan demikian PD Parkir harus mendata kembali para
Juru Parkir resmi yang belum mendapatkan asuransi dan melakukan
sosialisasi kepada juru parkir vang belum mengerti tata cara
pengurusannya. Agar program ini berjalan optimal dan mencapai
tujuan yang diinginkan. Sistem pendataan PD Parkir perlu
ditingkatkan dalam mengefektifkan program asuransi ini sebagai
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yang pertama di Indonesia yang memprogramkan asuransi bagi juru
parkir guna pengendalian parkir liar dan manfaat menjadi juru parkir

4) Penyelenggaraan

ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-
ketimpangan yang dapat menimbulkan parkir liar bisa diminimalisir.
Sebab dalam pengelolaan parkir tepi jalan di kota makassar tanpa
dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam
mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas
yang melaksanakan pengawasan terhadap letak titik parkir yang
tidak melampui batas dan jika melampui batas dapat menggangu
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kelancaran lalu lintas disekitarnya yang dapat berdampak kemacetan.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Fadly Ferdiansyah selaku

kami turun kelapangan
sudah melaksanakan

mengecek keadaan titik parkir yang sesuai dengan ketentuan
dan tidak melanggar atau memperlebar titik parkir sehingga
tidak menghambat lalu lintas serta karcis yang telah
diberikan sebelumnya”. (Wawancara 4 Agustus 2021)

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa
PD. Parkir sebagai penanggung jawab penagihan retribusi parkir
setiap 3 kali dalam seminggu turun ke lapangan mengawasi para
personilnya dalam melaksanakan pemungutan retribusi parkir untuk

menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan,
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kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian
penerimaan retribusi parkir di Kota Makassar. Selain itu

hambatan bisa timbul baik dari faktor jalan. kendaraan. pengguna
kendaraan maupun regulasi dalam hal tata ruang.

1. Faktor Jalan dan Penyalahgunaan Badan Jalan
Dalam kota Makassar segi jalan yang tersedia tidak
berbanding lurus dengan penggunaan kendaraan yang semakin
meningkat sehingga jalan menjadi sempit ketika dilalui. Hal ini di
perparah dengan adanya penyalahgunaan badan jalan oleh oknum-
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oknum tertentu, seperti adanya kaki lima (PKL) dan parkir mobil,
taxi, becak di badan jalan juga di atas trotoar. Padahal jelas diatur

dalam aturan bahwa dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan

Sehingga banyak kendaraan yang parkir di badan jalan karena
ketersediaan lahan parkir yang cukup terbatas.

3. Faktor Kesadaran Pengguna Jalan
Yang dimaksud dengan pengguna jalan di atas adalah pengguna
kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu
termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang
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dirangkaikan dengan kendaraan bermotor (Perda No. 17 Tahun
2006).
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menampung kendaraan- kendaraaan tersebut. Namun menurut SK
Walikota Makassar, setiap usaha vang ada di pinggiran sudah
ditetapkan luas tempat parkirnya oleh pemerintah daerah. Sehingga
pengusaha sebagai penyedia tempat parkir harus jeli melihat hal ini.

Seperti dikutip dari pernyataan bapak Muhammad Nursly Gani
selaku Kabag. Pengelolaan PD. Parkir Makassar Raya scbagai
berikut:




“Sebenarnya peran pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam
hal ini. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam
kemacetan, yaitu jalan, kendaraan, pengguna jalan, dan
regulasi tata mang yang akan dijadikan tempat parkir. Seperti
Pﬂﬂgﬂﬁﬂhﬂ- gusaha hotel depan jalan, seharusnya pe:rlu

kebutuhan hidup mereka sehari-hari atau karena tidak adanya biaya
untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi
pendidikan yang rendahlah yang mengakibatkan sebagian orang
memilih menjadi seorang juru parkir. Di kota Makassar ada juru
parkir yang hanya tamat SD bahkan ada yang putus sekolah, seperti
juga halnya dengan yang SMP dan SMU, ada yang tamat dan ada

yang putus sekolah. Bahkan sampai sekarang ada anak yang putus
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jalan umum yang sebenarnya sudah mampu mengendalikan parkir
liar yang berkaitan langsung dalam meminimalisir kemacetan.
Namun ada beberapa hal yang sebenarnya diatur dalam aturan tapi
kurang dimaksimalkan dalam kewenangannya.

2) Berdasarkan amanat Perda Nomor 17 Tahun 2006 yakni wewenang
pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada
Direksi. PD Parkir melakukan beberapa program dalam
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mengendalikan parkir liar yaitu mulai pendataan ulang semua juru
parkir yang ada di kota Makassar, pembagian tugas yang baik agar

//l l'w \\\ 'ﬂ

- Proses perencanaan, untuk memperoleh data yang akurat mengenai
kawasan-kawasan perparkiran liar yang sebenarnya harus intensif
dilakukan pendataan terutama kawasan parkir liar dan juru parkir liar yang
tidak memiliki legalitas dari PD Parkir Makassar Raya.

- Kepada kolektor / petugas pemungutan retribusi agar dapat
melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab




serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada sehingga tidak ada keluhan
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